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PEMERINTAH KOTA PEMATAN GSIANTAR

' DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA .

WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,

bahwa sehubungan adanya reorganisasi pada RSUD dr.
Djasamen Saragih Kota Pematangsiantar, yang semula
sebagai’ Lembaga Teknis Daerah berubah menjadi Unit

e ; Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pada Dinas Kesehatan Kota
Pematangsiantar, maka dipandang perlu untuk mengatur

Pedoman Pengukuran Prestasi Kerja dalam pemberian
tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil pada UPTD

RSUD dr. Djasamen Saragih Kota Pematangsiantar;

bahwa untuk -memenuhi pertimbangan sebagaimana

.~ dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
| _Walikota  tentang  Perubahan Peraturan  Walikota

Pematangsiantar -Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman

" Pengukuran Prestasi Kerja dalam Pemberian Tambahan

Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kota Pematangsiantar.

. ‘Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; '

Undang-Undang Nomor 8 Darurat Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran

 Negara RI tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

RI Nomor 1092);
Undang-Undang. Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

.'  Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286); .
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

- Perbendaharaan Negara _(Lembaran Negara Republik
‘Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara~ :
' Repubhk Indones1a Nomor 4355), ' .



.
R

10.

11.

12.

13.

14.

15.

-16.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

~ (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5233);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494),

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang

‘Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II

Pematangsiantar dan Kabupaten Daerah Tingkat II

.Simalungun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1986 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3328);

" Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nemor 140, Tambahan Lembaran

- Negara. Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3176);

Peraturan Menteri ‘Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

- 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21
Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-3233 Tahun
2017 tentang Pengangkatan Walikota ‘dan Pemberhentian
Wakil Walikota Pematangsiantar Provinsi Sumatera utara,
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- A7. 'Peraturan Daerah Kota Pematangs1antar Nomor 10 Tahun
... 2007 teritang, Pokok-Pokok Pengelolaan Keuarigan Daerah; -
18. -Peraturan Daerah Kota Pematangs1antar Nomor 3 Tahun 2014
S ntentar_; Pemberian Tambahan _Penghasilan Bagi Pegawai
. Negeri Slpll di L1ngkungan Pemenntah Kota Pematang31antar
- 19. éPeraturan DPaerah Kota' PematangSLantar Nomor 1 Tahun 2017
‘tentang . Pembentukan Perangkat Daérah’' . Kota
..~ Pematangsiantar;
20. - ’Peraturan_Wahkota Pematangsmntar Nomor 02 Tahun 2017
- . “tentan _Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungs1
Lserta "ata: Kerja Sekretanat Daerah Kota, Sekretariat Dewan
P kilan Rakyat " Daerah Kota dan Staf Ahli. Wahkota
Lo ':Pematangsmntar '
. 21.. Peraturan-Walikota Pematangsmntar Nomor 03 Tahiin 2017
S ‘tentang Kedudukan, Susunan Orgamsam Tugas dan Fungs1

.Ija Badan-Badan Daerah Kota Pematangs1antar
- Walikota Pematangs1antar Nomor 06 Tahun 2017
o tentan Kedudukan, Susunan Orgamsam Tugas dan Fungsi
-gerta- Tata. Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kota .
o ;_Pematangsmntar
.25 F |

-_; DJasamen Saraglh Kota
Dmas = Kesehatan “Kota =




BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1.
2.

10.

11.

12,

13.

Daerah adalah Kota Pematangsiantar.

Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom. '
Pejabat Pembina kepegawaian adalah pejabat yang
mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan,
pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil
Negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil Negara di
instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. :
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota
Pematangsiantar. '

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kota Pematangsiantar. _ .
Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat
UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas/badan yang
melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan
teknis penunjang tertentu.

Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr.

Djasamen Saragih Kota Pematangsiantar selanjutnya
‘disingkat UPTD - RSUD .dr. Djasamen Saragih Kota

Pematangsiantar adalah unsur pelaksana teknis daerah yang
melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan
teknis penunjang tertentu pada Dinas Kesehatan Kota
Pematangsiantar. :

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah
warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu,
diangkat sebagai pegawai aparatur sipil Negara secara tetap
oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan
pemerintahan.

Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah Sekelompok jabatan
pimpinan tinggi pratama pada lingkungan Pemerintah Kota
Pematangsiantar.

Jabatan Direktur adalah jabatan fungsional pada RSUD dr.
Djasamen Saragih yang melaksanakan tugas berada dibawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui
Sekretaris Dinas secara berjenjang dan secara operasional
berkoordinasi dengan instansi terkait.

Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi
fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta
administrasi pemerintahan dan pembangunan. o
Jabatan pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil
Negara ‘yang bertanggung- jawab melaksanalfan kegiatan
pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan
pembangunan. _

Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemeqntahan -qurah
yang selanjutnya disingkat P2UPD adalah Pe_]at?at Fungsional
Angka Kredit pada Inspektorat Kota Pematangsiantar.



.14, Tambahan penghasﬂan adalah penghasilan yang diperoleh
berdasarkan atas hasil pencapauan prestasi kerja selama 1
| © (satu) bulan di luar gaji. yang diterima déngan sah, sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan
15. Prestas1 Kerja ‘adalah hasil " kerja yang d1capa1 oleh setiap
- _pegawai dari suatu kegiatan pada SKPD sesua1 dengan tugas,
-+ - fungsi dan perilakukérja. -
16. Pengukuran Prestasi Kerja Pegawai adalah pengukuran
. kinérja terhadap PNS pada satuan perangkat daerah sesuai
dengan’ aspek perilaku kerja, tugas dan fungsi sesuai dengan
- jabatan yang diemban.
17. Pejabat Penilai adalah atasan langsung pegawai yang dinilai
. dengan ketentuan serendah-rendahnya pejabat Pengawas
. . .atau pejabat lain yang ditentukan.
- 18.. Atasan‘Pejabat Penilai adalah atasan langsung pejabat penilai.
- 19. Tugas " ‘adalah tugas utama:. yang merupakan penjabaran
o langsung dari tugas dan fungsi - perangkat daerah,
sebagaimana. dlnyatakan dalam uraian tugas jabatan yang
. bersangkutan.
.20. Pemeriksa Hasil Pengukuran Prestasi Ker]a SKPD adalah PNS
. yangdiberi tugas untuk menyiapkan Rekapitulasi Pencapaian
Prestasi Kerja dan Rekapitulasi Péncapaian. Prestasi Kerja
: yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota.
21. Laporan Kegiatan harian adalah jurnal kegiatan harian yang
 dilaksanakan oleh PNS- yang meliputi pelaksanaan tugas
~ selama 1 (satu) bulan

2. Ketentuan dalam Pasal 3 ditambah satu huruf yaitu huruf d,
sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagaJ berikut:

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

PNS sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 di atas adalah:

“a.. PNS-dalam Jabatan Pimpinan,Tinggi Pratama;
b. . PNS dalam Jabatan Administrasi, yaitu :
1. Jabatan administrator;
- 2. Jabatan Pengawas; dan
3. Jabatan pelaksana.:

'PNS dalam Jabatan. Fungélonal Tertentu P2UPD;
PNS‘dalam. Jabatan Direktur RSUD dr. Djasamen Saraglh pada

Dmas Kesehatan Kota Pematangs1antar

a0

3 Ketentuan dalam Pasal 7 d1tambah satu huruf yaltu huruf h,
sehmgga keseluruhan Pasal 7 berbuny1 'sebagai berikut:

h Baglan Ketiga
Aspek Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 7 ‘

Pengukuran aspek prestasi kerja' sebagaimana dlmaksud pada

Pasal 5 ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan: .
a. Pejabat. ‘Pimpinan Tinggi: Pratama sebagaimana dimaksud
pada Pasal 3 huruf a (Sekretans DPRD, Inspektur, Kepala

Dlnas dan-Kepala Badan) mellputl



1) kehadiran,; '
2) pelaksanaan tugas dan fungsi ;

3) penyerapan anggaran bulanan pada tahun berjalan;
4) ketepatan waktu penyampaian Laporan Kegiatan
Harian.

b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud
pada Pasal 3 huruf a (Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli
Walikota), terdiri dari:

1)  Asisten Sekretaris Daerah, meliputi :
a. kehadiran;
b. pelaksanaan tugas dan fungsi;
c. ketepatan waktu penyampaian laporan kegiatan
harian.
2) Staf Ahli Walikota, meliputi :
a. kehadiran;
b. pelaksanaan tugas dan fungsi;
c. jumlah hasil rekomendasi kebijakan tertulis yang
disampaikan kepada Walikota; dan
d. ketepatan waktu penyampaian laporan kegiatan
harian.

c. Pejabat Administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3
huruf b angka 1 yaitu pejabat administrator (Camat), meliputi:
1) kehadiran;

2) pelaksanaan tugas dan fungsi;

3) penyerapan anggaran bulanan pada tahun berjalan;

4) ketepatan waktu penyampaian Laporan Kegiatan
Harian.

d. Pejabat Administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3
huruf b angka 1 yaitu Pejabat Administrator, meliputi:
1) kehadiran,;
2) terlambat;
3) pulang lebih cepat tanpa izin;

4) pelaksanaan tugas dan fungsi;
5) ketepatan waktu penyampaian Laporan Kegiatan
Harian.

e. Pejabat Administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3
- huruf b angka 2 yaitu Pejabat Pengawas, meliputi:
1) kehadiran;
2) terlambat;
3) © pulang lebih cepat tanpa izin;
4) pelaksanaan tugas dan fungsi;
5) ketepatan waktu 'penyampaian Laporan Kegiatan
Harian.
f. Pejabat Administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3
huruf b angka 3 yaitu Pejabat Pelaksana, meliputi :
1) kehadiran;
2) terlambat;
3) pulang lebih cepat tanpa izin;
4) pelaksanaan tugas ;
5) ketepatan waktu penyampaian Laporan Kegiatan
g. PNS dalam jabatan Fungsional Tertentu P2UPD sebagaimana

dimaksud pada Pasal 3 huruf ¢, meliputi :

1) kehadiran,;



. 2) terlambat;
3) pulang lebih cepat tanpa izin;
4) pelaksanaan tugas pokok;
S) ketepatan waktu penyampaian Laporan Kegiatan
Harian.

h. PNS dalam Jabatan Direktur RSUD dr. Djasameén Saragih pada
Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar sebagaimana dimaksud
dalam pasal 3 huruf d, meliputi:

1) kehadiran;

2) pelaksanaan tugas dan fungsi;

3) penyerapan anggaran bulanan pada tahun berjalan;

4) ketepatan waktu penyampaian laporan kegiatan harian.

4. Ketentuan dalam Pasal 8 angka (1) ditambah satu huruf yaitu
huruf h, dan ditambah satu ayat yaitu ayat (3) sehingga
keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat
Instrumen Pengukuran
Pasal 8
(1) Pengukuran prestasi kerja dan perhitungan besar tambahan
penghasilan dilaksanakan dengan menggunakan instrumen
pengukuran yang dimuat dalam formulir sebagai berikut :

a. Formulir Pengukuran Prestasi Kerja 1 (FPPK1), untuk
mengukur prestasi kerja dan menghitung tambahan
penghasilan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Sekretaris
DPRD, Inspektur, Kepala Dinas dan Kepala Badan) dan
Pejabat Administrator (Camat);

b. Formulir Pengukuran Prestasi Kerja 2 (FPPK2), untuk
mengukur prestasi kerja dan menghitung tambahan
penghasilan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Asisten
Sekretaris Daerah);

c. Formulir Pengukuran Prestasi Kerja 3 (FPPK3), untuk
mengukur prestasi kerja dan menghitung tambahan
penghasilan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Eselon II
Staf Ahli Walikota. _ -

d. . Formulir Pengukuran Prestasi Kerja 4 (FPPK4), untuk
mengukur prestasi kerja dan menghitung tambahan
penghasilan Pejabat Administrator; '

e. Formulir Pengukuran Prestasi Kerja 5 (FPPK5), untuk
mengukur prestasi kerja dan menghitung tambahan
penghasilan Pejabat Pengawas;

f. Formulir Pengukuran Prestasi Kerja 6 (FPPK6), untuk
mengukur prestasi kerja dan menghitung tambahan
penghasilan Pejabat Pelaksana;

g. Formulir Pengukuran Prestasi Kerja 7 (FPPK7), untuk
mengukur prestasi kerja dan menghitung tambahan
penghasilan Pejabat Fungsional Tertentu P2UPD;

h. Formulir Pengukuran Prestasi Kerja 1 (FPPK8), untuk
mengukur prestasi kerja dan menghitung tambahan
penghasilan Pejabat Direktur RSUD. dr. Djasamen

Saragih.
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